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Abstrak
Nafkah iddah dan nafkah mut’ah adalah suatu kewajiban suami kepada istri dalam
hukum islam. Jika suami mencerai talak istri maka suami berkewajiban membayar
naftkah iddah dan nafkah  mut’ah. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
mengeluarkan dua putusan tentang nafkah iddah dan natkah mut’ah dalam perkara
cerai talak, yaitu putusan Ex — officio (atas perintah hakim) dan putusan
Rekonvensi (atas permintaan istri atau gugatan balik). Tujuan Penelilitian adalah
pertama untuk mengetahui kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah
yang tertuang dalam putusan No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan No
2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr, kedua untuk mengetahui : dasar pertimbangan
hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.
Jenis penelitian dilakukan diwilayah Kabupaten Kediri lebih tepatnya di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan melakukan penelitian lapangan
(gronded resert) yang dilakukan diPengadilan Agama Kabupaten Kediri. Terkait
dengan Putusan Pengadilan Agama, penelitian yuridis normatif adalah penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Terkait pengemupulan data denga cara
wawancara langsung dengan Majelis Hakim serta mengambil beberapa data yang
terkait dengam persoalan yang sedang penulis teliti.
Adapun hasil yang diperoleh penulis melalui penelitian ini, yakni : (1) putusan
hakim no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. dalam
perkara cerai talak dalam penyelesaian nafkah iddah dan mut’ah oleh suami
kepada istri dilakukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dilakukan jika istri
mengajukan gugatan balik rekonvensi ataupun hakim menghukum secara Ex —
officio untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah. (2) Pertimbangan Hukum
dalam memutuskan perkara untuk penyelesaian nafkah iddah dan mut’ah yang
didasarkan hukum positif, Al- Qur’an serta KHI.

Kata Kunci: Nafkah Iddah dan nafkah Mut’ah, putusan Rekonvensi dan Ex
- Officio



A. Latar Belakang
Kekuasaan yudikatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut dengan

kekuasaan kehakiman dan merupakan salah satu kekuasaan yang ada pada setiap
negara demokratis guna menegakkan supremasi hukuman dalam rangka melawan
absolutisme.

Kekuasaan kehakiman di indonesia di atur dengan Undang- Undang No.14
Tahun 1970 jo UU No.35 Tahun 1999,yang dalam pasal 2 UU tersebut dijelaskan
bahwa kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang dalam
pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 tersebut dinyatakan empat lingkungan peradilan,
yaitu :

1) Peradilan Umum

2) Peradilan Agama

3) Peradilan Militer

4) Peradilan Tata Usaha Negara

Masing — masing badan peradilan tersebut diatas memiliki yurisdiksinya
sendiri-sendiri. Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama antara lain ditetapkan
dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,
yaitu :

1. lzin untuk beristri lebih dari seorang. (Ps. 3 ayat 2 )

2. lzin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. (Ps.6
ayat 5)

3. Dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau penjabat lain yang
ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.(Ps. 7
ayat 2)

4. Pencegahan perkawinan diajukan dipengadilan dalam daerah hukum
dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga
kepada pegawai pencatat perkawinan. (Ps. 17 ayat 1)

5. Para pihak yang perkawinanya ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai
pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk
memberi keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan
tersebut. (Ps.21 ayat 3)

6. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan (Ps. 34 ayat 3)

7. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara
suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
(Ps. 39 ayat 2)

8. Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan (Ps.40 ayatl)

9. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masing-masing (Ps. 37).
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Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataanya
tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat
menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Ps. 41 sub b)
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
(Ps. 41 sub c)
Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak
berupa benda atau uang dan lainnya. (Ps. 1 J)
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul.

b. Perceraian itu atas kehendak suami. (Ps. 158)
Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada
pasal 158. (Ps. 159)
Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan
suami. (Ps.160)
Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan. (Ps. 44 ayat 2)
Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekeuasaannya
terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke
atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.

b. la berkelakuan buruk sekali. (Ps. 49 ayat 1)
Dalam hal kekuasaan seorang wali di cabut oleh pengadilan dan
ditunjuk orang lain sebagai wali. (Ps. 53 ayat 2)
Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang
di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak
tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat
diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. (Ps. 54).
Asul-asul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang
autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. (Ps. 55 ayat 1)
Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat
keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan pengadilan
memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh
dimintakan banding lagi tentan soal apakah penolakan pemberian
surat keterangan itu beralasan atau tidak. (Ps.60 ayat 3)



22. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang
dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah. (Ps. 64)*

Pengadilan Agama Kediri merupakan salah satu unit pelaksanaan peradilan
dalam tingakat pertama yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili
dan menyelesaikan perkara perdata tertentu termasuk perkara permohonan cerai
talak bagi orang islam yang berada di wilayah kediri.

Pernikahan adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam
pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja satu jalan
yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi
juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu
kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk
menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian pernikahan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya
dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan
keturunannya, melainkan antra dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri
dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua
keluarga dari kedua belah pihak nya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala
urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah
segala kejahatan. Selain itu, dengan itu seseorang dengan pernikahan akan
terpelihara dari hawa nafsunya.’

Sebagaimana hadist rasulullah yang diriwayatkan jama’ah ahli hadis:
“hai pemuda — pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu serta
berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Karena
sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap
orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan
syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklha dia
puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan
berkurang”.

Dan dalam hadist yang di riwayatkan hakim dan abu dawud :

“Dari Aisyah nikahilah oleh mu kaum wanita, maka sesungguhnya mereka

akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu”.

Dan faedah terbesar dalam pernikahan adalah untuk memelihara dan
menjaga perempuan Yyang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang
perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidup) wajib
ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan
anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentu tidak ada ketentuan
anak siapa akan mengurusnya dan bertanggung jawab atasnya. Namun dalam
pernikahan sering terjadi permasalahan yang mengakibatkan pertengkaran yang

' Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.
? Sulaiman Rasjid, Figih Islam,(Yogyakarta:Sinar Baru Algensindo,1954), 374



mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan
berumah tangga.

Dalam hal ini pengertian perceraian sendiri adalah cerai hidup antara
pasangan suami-istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi
peran masing-masing. Perceraian dilihat sebagai akhir dari sesuatu ketidakstabilan
perkawinan dimana pasangan suami-istri kemudian hidup berpisah dan secara
resmi diakui oleh hukum yang berlaku.?

Dan setelah selesai bercerai seorang istri wajib menjalankan masa iddah,
dan suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri selama istri
menjalankan massa iddah. Adapun pengertian iddah sendiri secara bahasa ‘iddah
diambil dari kata ‘ad artinya sesuatu yang berhubungan dengan menghitung.
Sedangkan menurut istilah artinya adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh
syariat setelah terjadinya talak. Diwajibkan kepada wanita yang diceraikan untuk
menikah sampai massa ‘iddah berakhir .

Berikut ini syariat iddah yang dimiliki beberapa makna dan hikmah. Di
antaranya sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui kebersihan rahim. Agar jangan sampai terjadi dua
benih menyatu dalam satu rahim, sehingga akan mengakibatkan
kacaunya keturunan.

b. Menghargai pentingnya perkawinan dan meninggikan derajatnya serta
menampakkan kemuliaanya.

c. Memperlama kesempatan rujuk bagi suami yang telah menjatuhkan
talak, barangkali ia menyesali perbuatannya, sehingga ada
kemungkinan baginya untuk rujuk.

d. Menuntaskan hak suami dan menampakkan dampak kehilangan yang
tercermin pada larangan dan berhias dan bersolek. Karena itu, di
syariatkan wanita yang dicerai agar berkabung lebih lama daripada
terhadap orang tua dan anak.

e. Kehati-hatian untuk hak suami. Kemaslhatan untuk istri dan hak anak-
anaknya, disamping memenuhi hak Allah. Jadi, dalam iddah itu ada
empat pihak yang mendapatkan hak.*

Perceraian yang terjadi karena dari talak suami terhadap istrinya, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) undang-undang nomer 1Tahun 1974,
menyatakan pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan
biaya penghidupan dan / atau menentukkan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.
Pasal ini menentukkan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut’ah,
dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanaya suatu
tuntunan dari istri berupa gugatan rekonpensi, majelis hakim dapat menghukum
mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah iddah, mut’ah dan
nafkah anak.

® T.0.Ihromi,Bunga Rampai Sosiologi Keluarga,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1999),137
* Quraish Shihab,Figih Praktis 11,(Bnadung : Karisma,2008),228



Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah istri menjalani massa
iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya
dari menikah setelah wafat nya sang suami atau setelah suaminya menceraikan
dirinya. Hukum iddah adalah wajib bagi seorang istri yang ditalak oleh suaminya,
hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-baqarah Ayat 228 yang artinya :
wanita- wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menuggu) tiga kali quru’.
Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang di ciptakan Allah dalam
rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib
memberikan mut’ah dan nafkah selama massa iddah bagi istrinya yang telah
dijatuhi talak. Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah
dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagimana dalam kompilasi
Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut’ah adalah pemberian bekas
suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Kata
mut’ah berasal dari kata mata’ dalam bahasa arab berarti segala sesuatu yang
dapat dinikmati dan dimanfaatkan misalnya :

1. Makanan

2. Pakaian

3. Perabot rumah tangga

4. Dan sebagainya.

Kemudian dalam istilah figih dimaksudkan sebagai suatu yang pemberian
dari suami kepada istri akibat terjadinya perceraian sebagai “penghibur” atau
“ganti rugi”.

Pemberian mut’ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah SWT.
Kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip

“imsak bin ma’ruf aw tasrib bi ihsan” (yakni mempertahankan ikatan
perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan (menceraikan) dengan kebajikan).
Oleh sebab, itu kalaupun hubungan perkawinan terpaksa harus diputuskan,
perlakuan baik harus tetap di jaga, hubungan baikpun dengan mantan istri dan
keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian
mut’ah dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran
hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.’

Penelitian ini nantinya akan dilakukan melalui suatu penelitian dengan judul
“Analisa Putusan Majelis Hakim  Dalam Perkara Nomor
2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr.Tentang
Penyelesaian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Istri di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ( Studi Kasus )”.

> Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid salim, Panduan Beribadah Khusus Wanita,(Jakarta :
Almahira,2007),523



B. Rumusan Masalah
Dari uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti

dan dibahas seara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok
permasalahan tersebut akan dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah putusan hakim no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan
2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. dalam penyelesaian nafkah iddah dan
mut’ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak dipengadilan
kabupaten kediri?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam memutus perkara no
2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr. dan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr. tentang
penyelesaian natkah iddah dan mut’ah oleh suami kepada istri dalam
perkara cerai talak di pengadilan agama kabupaten kediri ?

C. Analisis putusan No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr.
1. Analisis Jenis Putusan Ex — officio

Dalam perjalanan rumah tangga tidak selamanya bahagia pasti ada
pertengkaran kecil ataupun pertengkaran besar yang memicu terjadinya
perceraian, Dalam hal perceraian seringkali para pihak tergugat hanya
mengajukkan gugatan murni tanpa mengajukkan tuntutan nafkah iddah dan
nafkah mut’ah.

Namun dalam perkara No. 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.kdr Majelis
Hakim secara Ex — Officio (karena jabata hakim yang mempunyai hak
untuk memerintah Penggugat), dapat memutuskan nafkah iddah dan mut’ah
yang tidak diminta oleh para pihak.

Dalam pasal 4 huruf b UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, menjelaskan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
peradilan yang sederhana.

Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap
jawaban dari tergugat yang dibarengi dengan replik dari penggugat maupun
duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan proses tahapan pembuktian dan
konklusi (Vide Pasal 121 HIR, Pasal 113 dan Pasal 115 Rv).

1. Analisis Isi Putusan

a. Menceraikan atau meminta persetujuan talak kepada istri
Seperti yang sudah dijelaskan didalam bab 2 tentat
persetujan atau permohonan izin talak yang dalam pasal 66
sampai pasal 77 UU no. 7 tahun 1989 yang telah di revisi
undang — undang no 3 tahun 2006 yang isi nya permohonan
cerai talak yang diajukan oleh suami terhadap istrinya di
wilayah pengadilan agama dimana istri menetap dan
bertempat tinggal. Didalam pasal 129 sampai pasal 131 sudah
dijelaskan di bab 2 yang mana pada intinya seorang suami



jika mentalak istrinya harus dikediaman istrinya, dan
pengadilan agama memanggil Pemohon dan Termohon
selambat — lambatnya 30 hari untuk ke Pengadilan Agama
untuk menasehati kedua belah pihak jika tidak berhasil suami
mengikrarkan talak ny didepan Pengadilan Agama dan jika
suami tidak mengikrarkan talaknya paling lambat 6 bulan
sejak terhitung sidang, jika setelah ikrar talak pengadilan
agama mengeluarkan bukti perceraian.

b. Memberi nafkah iddah atas perintah hakim

Dalam putusan nomer 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
isi putusan Ex — officio atau perintah hakim , majelis hakim
memerintahkan kepada Penggugat untuk membirkan nafkah
iddah dan mut’ah di karenakan Penggugat telah mentalak cerai
Tergugat, bahkan Penggugat telah berpisah selama 2 tahun 2
bulan dan juga penggugat akan meminang wanita lain.

Maka dari itu hakim memerintahkan Penggugat untuk
membayar natkah mut’ah sebesar Rp. 1.500.000,00 dan
nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 serta
nafkah anak yang masih berusia di bawah 17 tahun sebesar
Rp. 500.000,00. Sesuai kemampuan suami yang bekerja
sebagai wirasuwasta. Dan Penggugat menyanggupi perintah
Majelis Hakim atas hukuman yang di bebankan kepada
Penggugat.

D. Analisis Putusan No. 2586/Pdt.G/2013/PA.Kab.kdr
1. Jenis Putusan Rekonvensi

Dengan berjalanya perceraian diruang sidang antara suami
dan istri yang mana suami mentalak istri dengan adanaya wanita
lain didalam hubungan rumah tangga sehingga istri mengikhlaskan
perceraian tersebut akan tetapi istri menggugat balik suami dengan
gugatan rekonvensi yang mana di jelaskan dalam undang —undang
nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 132 (a) dan
pasal 132 (b).

Gugat balasan dikatakan bersama — sama dengan jawaban,
baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis, dalam praktik gugat
balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan
bukti, artinya belum sampai pada pendengaran keterangan saksi.
Sedang tujuan diperbolehkan mengajukan gugatan balasan atas
gugatan penggugat adalah :

a. Bertujuan menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan.



Mempermudah prosedur.

c. Menghindarkan putusan — putusan yang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnya.

Menetralisirkan tuntutan konvensi.

. Acara pembuktian dapat diserahkan.
f. Menghemat biaya.

Gugatan rekonvensi hendaknya berkaitan dengan hal — hal
yang berhubungan dengan hukum perorangan atau berkaitan
dengan status seseorang. Sebagai contoh dalam praktek sidang
Peradilan Agama, jika suami selaku pemohon, kemudian istri
selaku termohon menuntut kepada pihak suami untuk menuntut hak
nafkah iddah dan nafkah mut’ah. Begitu juga bila istri mengajukan
gugatan cerai terhadap suaminya baik dengan jalan pelanggaran
ta’lik talak (sighot ta’lik talak) maupun syiqoq, maka pihak suami
sebagai tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang
harta bersama.

Pada umumnya gugatan balik (rekonvensi) diselesaikan
secara sekaligus dengan satu putusan, dan pertimbangan hukumnya
memuat dua hal, yakni pertimbangan hukum dalam konvensi
(gugatan balik) pertimbangan hukum dalam rekonvensi. Menurut
ketentuan pasal 132 (a) HIR dan pasal 157 R.Bg undang — undang
nomer 3 tahun 2006 dalam setiap gugatan, tergugat dapat
mengajukan rekonvensi terhadap penggugat, kecuali dalam tiga hal
yaitu:

a. Penggugat dalam kualitas berbeda.
Rekonvensi tidak boleh diajukan apabila penggugat
bertindak dalam suatu kualitas (sebagai kuasa hukum),
sedangkan rekonvensinya ditunjukkan kepada diri sendiri
pribadi Penggugat (pribadi kuasa hukum tersebut ).

b. Pengadilan yang memeriksa konvensi tidak berwenang
memeriksa gugatan rekonvensi.

Gugatan rekonvensi tidak diperbolehkan terhadap
perkara yang tidak menjadi wewenang Pengadilan Agama,
seperti suami menceraiakan istri, istri mengajukan
rekonvensi, mau cerai dengan syarat suami membayar
hutangnya kepada orang tua istri tersebut. Masalah
sengketa hutang piutang bukan kewenangan Pengadilan
Agama.

c. Perkara mengenai pelaksanaan putusan.

Gugatan rekonvensi tidak boleh dilakukan dalam hal
pelaksanaan putusan hakim. Seperti hakim memerintahkan
tergugat untuk melaksanakan putusan.



2.

Analisis isi putusan
a. Perceraian talak

Dalam perceraian talak atas gugatan balik
rekonvensi istri berhak menuntut balik suami untuk
mendapatkan hak — hak istri dan suami wajib
menyanggupi tuntutan istri, dalam undang — undang pasal
132 ayat (1) HIR, pasal 157 RBG gugatan rekonvensi
sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang di ajukan
penggugat kepadanya yang berkaitan dengan perceraian
yang rekonvensi tentang nafkah iddah dan natkah mut’ah,
hak asuh anak dan harta bersama.

Oleh sebab itu dalam percerain talak pasal 66 UU no
7 tahun 1989 perceraian yang di ajukan oleh pemohon
suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon yang
berkembang setelah permohonan atau gugatan uang di
ajukan oleh pemohon atau gugatan yang di ajukan oleh
pemohon dan di jawab oleh termohon dengan mengajukan
gugatan balasan atau gugatan balik (rekonvensi) tentang
nafkah iddah dan nafkah mut’ah melalui putusan
rekonvensi nomer 2586/Pdt.G/2013/PA. Kdr istri berhak
mendapatkan hak- hak nya di karenankan suami yang
mentalak istri di tambah lagi suami sudah menjalin cinta
dengan wanita lain dan istri sudah ditinggalkan selama 1
tahun 1 bulan tanpa saling komunikasi.

Dan undang — undang nomer 7 tahun 1989
menyatakan untuk memberikan hak — hak mengajukan
gugatan balik atau biasa di sebut rekonvensi yang mana
istri dapat menuntut balik suami dan mendapatkan hak —
haknya sebagai penguasa anak, nafkah anak, harta bersama
dan yang paling terpenting mendapatkan nafkah iddah,
nafkah mut’ah di karenakan istri yang tidak nuyzus.

Dan dengan tegas dalam pasal 149 dan pasal 158
KHI (kompilasi hukum islam) menyatakan tentang
kewajiban membayar naftkah iddah dan mut’ah kepada
istri.

. Gugatan balik istri tentang nafkah iddah dan mut’ah

Gugatan balik istri kepada suami atau biasa di sebut
rekonvensi yang menuntut suami membayar nafkah iddah
dan mut’ah yang di tentukan istri yang ada dalam putusan
no 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr yang jumlah nafkah iddah di
minta sesuai dengan kemampuan suami.



Untuk nafkah mut’ah sendiri istri menuntut
Rp.2500.000,00 dan nafkah iddah Rp. 2500.000,00 namun
sang suami tidak sanggup untuk membayar nya, di
karenakan tidak sesuai dengan kemampuan suami. Sang
suami bisa meminta permohonan untuk di berikan
keringanan sesuai kemampuan suami dengan berdiskusi
dengan istri di hadapan majelis hakim.

Jika sudah sama — sama setuju majelis hakim bisa
memutuskan berapa nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang
akan dikeluarkan oleh suami kepada istri. Yang pada awalnya
sang istri meminta natkah mut’ah sebesar Rp. 2500.000,00
namun sang suami tidak sanggup karena pemasukannya lebih
keil dari pengeluarannya sehingga suami boleh meminta
keringan sesuai kemampuannya Rp500.000,00 namun
Majelis hakim mengatakan tidak ada rasa keadialan
dikarenakan suami telah menikah siri dengan wanita lain dan
mengabaika istri sudah cukup lama oleh karena itu majelis
hakim memerintahkan suami memberikan nafkah iddah dan
mut’ah sebasar Rp.1500.000,00 karena sesuai dengan firman
Allah :

G o s iyl i il

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang
ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang
yang bertakwa » 0

Dan sang istri setuju dengan putusan Majelis Hakim,
maka majelis hakim bisa memutuskan berapa nafkah
iddah dan nafkah mut’ah yang dikeluarkan suami
kepada istrinya yang masing — masing 1500.000,00.

E. Analisis tentang tentang pertimbangan hakim mengenai putusan Ex-
Officio nomer 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr dan putusan Rekonfensi
nomer 2586/Pdt.G/2013/PA.Kdr.

1. Putusan 2335/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr tentang nafkah iddah dan

mut’ah

a. Dasar Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis

Hakim

1. Al—Qur’an

® Q.S Al — Bagarah 241



Kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada
suami untuk istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami
sesuai dengan dikatakan dalam ayat )
i T iyl i iy
“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai
suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.””’
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“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri
yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di
antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu
mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang
dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

. KHI (kompilasi hukum islam)

Kewajiban suami kepada istri untuk memeberikan nafkah
iddah dan nafkah mut’ah, di ukur dengan nafkah yang diberikan
suami kepada istri pada saat masih rukun.

Dan juga Majelis Hakim berpendapat wajb nya membayar
nafkah iddah dan nafkah mut’ah yang di sesuaikan dengan
kemampuan dan penghasilan suami tersebut. Dan di sesuaikan
dalam
Pasal 80 ayat 4
Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung tanggung
jawab untuk istri :

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
bagi istri dan anak.

c. Biaya pendidikan bagi anak.

Ayat 5 :

" Q.S Al-Bagarah 241

® QS. An-nisa 20



Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4
huruf a dan

Ayat 6 :

Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.

Ayat 7 :

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri
nusyuz.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib:

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik
berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla al dukhul.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama
dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in
atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh
apabila gobla al dukhul.

d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak — anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang
masih dalam masa iddah.

Pasal 151

Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak
menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya,
kecuali bila ia nusyuz.

. Undang — undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 41 huruf ¢

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban
bagi bekas istri.



Dasar ayat Al — Qur’an surat Al — Bagaroh ayat 241 dan An — nisa’
ayat 20 yang dijadikan hukum oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan
ketentuan Hukum Islam, apabila terjadi perceraian Majelis hakim
menggunakan Al — Qur’an sebagai dasar hukumnya. Begitu pula yang telah
dijelaskan dalam Al-quran surat Ath — Thalaaq ayat 7 sebagai berikut :
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“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari
harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.
Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. ”

Dan al-quran tersebut bertujuan untuk memerintahkan Penggugat
membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah kepada istri yang dicerai talak.

Serta pada pasal Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Majelis
Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, namun hak Ex —
officio Majelis Hakim di pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “meskipun
pihak pencari keadilan (istri) tidak menuntut akan sesuatu (nafkah
madli’yah, nafkah mut’ah dan nafkah anak) tetapi karena nafkah — nafkah
tersebut sudah menjadi ketentuan undang - undang, maka tanpa
dimintapun Majelis Hakim dapat menghukum suami untuk membayar
kewajiban berupa nafkah — nafkah tersebut kepada istri.

Dan dari segi tujuan yang disyariatkan pemberian mut’ah (maqoshid
asy — syar’i ) dari pemohon (suami) kepada Termohon ( istri ) adalah untuk
memberikan perasaan bahagia kepada sang istri karena rasa kecewa dan
rasa kesedihan dari seorang istri yang akan ditalak. Apalagi yang
menyebabkan perceraian itu karena kesalahan pemohon itu sendiri yang
telah berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat
1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan * suami wajib melindungi istri
dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai
dengan kemampuannnya”.

F.  Analisis mengenai putusan Rekonfensi dan pertimbangan hukumnya
menurut:
a) Al—Qur’an
Memberikan nafkah iddah dan nafkah mut’ah dari suami
kepada istri hanya semata — mata untuk memberian perasan
gembira kepada istri karena kekecewaannya dan kesedihannya



b)

seorang istri yang akan ditalak, yang dimaksudkan dalam ayat
sebagai berikut
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“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang
lain , sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di
antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu
mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah
kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang
dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?
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“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan
oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu
kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. ™

Kewajiban seorang suami memberikan nafkah nya untuk istri
dan anak — anak nya yang di ukur dengan kemampuan suami
serta kesanggupannya, maka dari itu Majelis Hakim meninjau
dari ayat ini
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“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. "**

KHI (kompilasi hukum islam)
Dalam perceraian suami — istri bahwa seorang anak yang di
bawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz masih

° QS. An- nisa 20
10 Qs. Al-Bagarah 241
11 QS. Ath — Thalaq 7



di bawah asuhan ibunya (hadhanah), dimana dijelaskan dalam
pasal.

Kewajiban suami untuk melindungi istrinya baik yang masih
berumah tangga maupun akan bercerai di jelaskan dalam pasal
34 ayat 1 dimana suami wajib melindungi dan membiyai
keperluan istri kecuali istri nuyzus.

Pasal 34 ayat 1

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala
sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya.

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib :

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas
istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas
istri tersebut gobla al dukhul.

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas
istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri
telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam
keadaan tidak hamil.

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya
dan separoh apabila gobla al dukhul

d. Memberian biaya hadhanah untuk anak — anaknya
yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas
suami kecuali bila ia nuyzus.

Pasal 158

Mut’ah yang wajib diberikan oleh bekas suami dengan
syarat :

a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul.
b. Percraian itu atas kehendak suami
Pasal 160

Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan
kemampuan suami.



Pasal 41
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkwajiban memelihara
dan mendidik anak — anaknya, semata — mata
berdasarkan  kepentingan anak bilamana ada
perselisihan mengenai penguasaan anak — anak
pengadilan memberi keputusan.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,
bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat
memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat
menetukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Majelis hakim akan mempertimbangkan kepada pihak penggugat dan
tergugat dalam perkara rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara konvensi menetapkan anak hasil
perkawinan penggugat dengan tergugat di asuh oleh penggugat.
2. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat
sebagai berikut :
a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan
b. Nafkah mut’ah
c. Nafkah kepada anak
Yang dimaksud dari gugatan penggugat adalah sebagai akibat
perceraian penggugat memohon kepada pengadilan Agama Kab. Kediri
agar kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat. Tergugat di
hukum untuk memberikan hak — hak penggugat berupa nafkah iddah,
nafkah mut’ah serta nafkah untuk anak hasil perkawinan penggugat dan
tergugat.

Gugatan balik (rekonvensi) penggugat tersebut tentang nafkah
iddah, nafkah mut’ah, nafkah anak dan penetapan hak asuh anak, tetapi
tidak di susun dengan sistematika. Sebagaimana layaknya sebuah gugatan
balik (konvensi dan rekonvensi), dengan demikian keadilan majelis hakim
akan mempertimbangkanya karena penggugat bukan seorang ahli hukum
atau bukan orang yang bekerja dibidang hukum.

Gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat masih dalam
ruang lingkup tugas dan wewenang pengadilan agama dan akan
disampaikan dalam proses tahap jawab — menjawab (sebelum tahapan
pembuktian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan
balik (rekonvensi) tersebut harus dapat dibenarkan dan dapat di periksa
bersama — sama dengan perkara a quo,yang disesuaikan dengan ketentuan



pasal 132 huruf (a) dan huruf (b) HIR. Dan Yurisprudensi Mahkamah
Agung R.I. Reg. No. 239 K/Sip/1968.

Hak — hak penggugat sebagHendaklah orang yang mampu memberi
nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa
yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan
sesudah kesempitan.ai pihak yang diceraiakan oleh tergugat berupa nafkah
iddah, naftkah mut’ah dan nafkah anak hak asuh anak adalah merupakan ex
officio dari akibat perceraian agar penyelesaian sengketa penggugat
dengan Tergugat dapat diselesaikan secara cepat dalam suatu proses.

Dengan adanaya pertimbangan — pertimbangan yang telah dijelaskan
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi penggugat
tersebut dapat diterima.

Gugatan penggugat tersebut, tergugat memberikan tanggapan dalam
repliknya yang disempurnakan dengan Kketerangan tergugat dalam
persidangan yang menyatkan tidak keberatan bahwa anak hasil perkawinan
penggugat dan tergugat di asuh oleh penggugat.

Tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yang diminta sedangkan
pihak tergugat hanya menyanggupi sebagian yang diminta Penggugat dan
oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

1) Perceraian menurut hukum islam dilakukan dengan cara (imsaqun
bima’ruf tasriithun biihsan) yang artinya seorang suami menceraikan
istrinya hendaknya memperhatikan hak — hak istri yang menjadi
kewajiban suami.

2) Dalam persidangan terbukti bahwa yang menyebabkan perselisihan
dan pertengkaran adalah bahwa tergugat mempunyai wanita lain
dan menikah siri dengan wanita lain tersebut bukan karena
Penggugat berbuat nusyus. Sehingga Penggugat berhak
mendapatkan hak — haknya.

3) Talak yang di jatuhkan tergugat maka penggugat mempunyai masa
iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah Penggugat merawat
anaknya. Tidak bekerja dan tidak boleh menikah dengan laki — laki
lain.

4) Pasal 149 jo dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam apabila
perkawinan utus karena talak, maka mantan suami wajib
memeberikan mut’ah yang layak, nafkah, maskan dan kiswah
(iddah) kepada mantan istrinya kecuali mantan istri telah dijatuhi



talak nusyus dan dalam keadaan tidak hamil biaya hadhananh yang
belum berumur 21 tahun.

5) Sesuai keterangan tergugat saksi — saksi tergugat yang tidak
dibantah tergugat maka terbukti bahwa penghasilan tergugat lebih
dari cukup, sehingga tergugat tidak tergolong orang yang
dibebaskan dari kewajibannya.

6) Tergugat membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada
penggugat, menurut majelis hakim belum mencerminkan keadilan
dan memenuhi standart .

Dasar ayat Al —qur’an surat Al — bagarah 241, An — nisa 20 dan Ath
— Thalaaq 7 dijadikan hukum oleh Majelis Hakim, telah sesuai dengan
ketentuan Hukum Islam dimana apabila terjadi perceraian Majelis hakim
menggunakan Al — Qur’an sebagai dasar hukumnya. Begitu pula dijelaskan
di surat Al — Ahzab ayat 49 :
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu
yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan
lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. ”

Dan Al — Qur’an memerintah suami Jika istri menuntut balik (rekonvensi)
suami atas tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut’ah.

Serta pada pasal Kompilasi Hukum Islam yang digunakan Majelis
Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, namun pada pasal 86
ayat (1) Undang — undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaiamana yang di ubah dengan undang — undang nomer 3 tahun 2006
dan terakhir dengan undang — undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 132
huruf (a) dan huruf (b) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I
Nomor 239.K/Sip/1968 dan nomor 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004
mengenai reonvensi yang di gunakan hakim di Pengadilan Agama yang isi
nya“ gugatan soal pengasuhan anak nafkah istri dan harta bersama suami
istri dapat diajukan bersama — sama dengan gugatan perceraian
memperoleh kekuatan hukum tetap”.



G.

H.

Kesimpulan

1.

Saran —

Putusan Majelis Hakim tentang penyelesaian nafkah iddah dan
nafkah mut’ah pada perkara cerai talak di pengadilan agama
kebupaten Kediri melalui 2 (dua) jenis putusan. yaitu : putusan Ex
— officio (perintah Majelis Hakim) dan putusan rekonvensi. Majelis
Hakim telah berupaya memberikan perlindungan hak — hak istri
dengan memerintahkan suami selaku pemohon untuk melakukan
pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut’ah sedangkan putusan
rekonvensi istri menggugat balik suami untuk membayar nafkah
iddah dan nafkah mut’ah, dengan melakukan penundaan sidang
pengucapan ikrar talak jika belum membayar nafkah iddah dan
nafkah mut’ah.

Pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara didasarkan pada
Al — Qur’an surat At — Thalag ayat 1 samapai ayat 7, Surat Al —
Bagarah ayat 241, Surat An — Nisa ayat 20. serta pasal — pasal
yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang — undang
Tahun 1974 adalah Pasal 39 ayat 2, Pasal 40 ayat 1, Pasal 37,
pasal 41 sub b, Pasal 41 sub c, Pasal 1 j, Pasal 158, Pasal 159,
Pasal 160. Yang wajib membayar nafkah iddah dan nafkah mut’ah
oleh suami kepada istri dalam cerai talak.

saran

Bagi suamiyang hendak mentalak istri, hendaknya istri diceraikan
dengan cara yang baik, dalam arti memperhatikan hak — hak istri,
utamanya hak — hak nafkah iddah dan nafkah mut’ah, karena talak
yang dijatuhkan kepadanya adalah penderitaan dan istriii harus
menjalani masa iddah tanpa mendapatkan jaminan kesejahteraan
dari siapapun selain suaminya.

Bilamana hak — hak nafkah iddah dan nafkah mut’ah istri telah
mendapatkan putusan Pengadilan maka sesuangguhnya putusan itu
adalah kebenaran yang berdasarkan keadilan, berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, dilaksanakanlah putusan itu secara
suka rela tanpa harus dipaksa oleh siapapun atau lembaga apapun.
Bagi istri yang dicerai dan masih menjalani masa iddah, maka
jagalah kehormatan diri dan tetap tinggal dirumah yang ditentukan
oleh suami serta ada kesiapan untuk menerima kembali suami bila
sama — sama dikehendaki dan kebaikan dalam rujuk tersebut.

Bagi Pengadilan Agama (Hakim) selaku lembaga resmi dari
kekuasaan kehakiman sebagai kawal depan penegak keadilan, yang
dalam melaksanakan tugasnya senantiasa diawali dengan
menyebutkan Asma Allah dan bersumpah dengan Asma — Nya,
maka sebelum menjatuhkan putusan agar menyadari untuk dan
karena siapa putusan itu dijatuhkan.
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